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Abstract

The dual position of Sharia Supervisory Board (DPS) in Islamic financial institutions
is a phenomenon that often occurs, both at the national and international levels. This practice
has various implications for the effectiveness of supervision, which in turn has an impact on
sharia compliance and the integrity of Islamic financial institutions. This study aims to
analyse the impact of multiple DPS positions on the effectiveness of supervision, both in
terms of regulations, ethics, and practices in the field. This research uses a descriptive
qualitative approach to analyse the implications of dual positions of the Sharia Supervisory
Board (DPS) on the effectiveness of supervision in Islamic financial institutions. The results
show that concurrent positions can reduce the effectiveness of supervision due to potential
conflicts of interest, time constraints, and excessive workload. On the other hand, concurrent
positions also provide benefits in the form of a broader transfer of knowledge and experience
for DPS. However, in order for supervision to remain optimal, firmer regulations are needed
regarding the limitations of concurrent positions as well as strengthening internal and
external supervisory mechanisms.
Keywords: Dual Position, Islamic Financial Institutions, Sharia Supervisory Board

Abstrak

Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah
merupakan fenomena yang kerap terjadi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Praktik ini menimbulkan berbagai implikasi terhadap efektivitas pengawasan, yang pada
akhirnya berdampak pada kepatuhan syariah dan integritas lembaga keuangan syariah.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak rangkap jabatan DPS terhadap
efektivitas pengawasan, baik dari sisi regulasi, etika, maupun praktik di lapangan. Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implikasi rangkap
jabatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap efektivitas pengawasan di lembaga
keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rangkap jabatan dapat mengurangi
efektivitas pengawasan akibat potensi konflik kepentingan, keterbatasan waktu, dan beban
kerja yang berlebihan. Di sisi lain, rangkap jabatan juga memberikan keuntungan berupa
transfer pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas bagi DPS. Namun, agar pengawasan
tetap optimal, diperlukan regulasi yang lebih tegas terkait batasan rangkap jabatan serta
penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal.
Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Rangkap Jabatan
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A. PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah telah berkembang pesat sebagai alternatif sistem
keuangan konvensional yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah(Pusvisasari, Bisri, &
Suntana, 2023). Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia,
kehadiran lembaga keuangan syariah memegang peran penting dalam memenubhi
kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai
Islam(Abdul, Ramdhani, Filardhy, Analia, & Ponirah, 2024). Namun, seiring pertumbuhan
industri ini, tantangan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas dan
kepatuhan syariah lembaga keuangan menjadi semakin kompleks(Pratiwi & Ansori, 2024).
Salah satu isu yang sering menjadi perdebatan adalah rangkap jabatan DPS di beberapa
lembaga keuangan Syariah (Pranata & Riduwan, 2023).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah elemen penting dalam struktur lembaga
keuangan syariah yang berfungsi memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, produk,
dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah(Isnaini, 2022). Sebagai penjaga
kepatuhan syariah, DPS dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan penuh integritas,
profesionalitas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi(Solehah, Hidayah, Layli, &
Ariyani, 2023). Etika profesi DPS mencakup amanah, transparansi, keadilan, dan tanggung
jawab moral dalam pengawasan dan pengambilan keputusan, yang menjadi fondasi penting
untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah(Aprilya,
Amrullah, & Misbach, 2024).

Kepercayaan publik merupakan aset utama bagi keberlanjutan lembaga keuangan
syariah(Kurnia, Parmitasari, & Abdullah, 2023). Ketika DPS mampu menunjukkan
kepatuhan terhadap etika profesi dalam menjalankan tugasnya, hal ini tidak hanya menjaga
reputasi lembaga keuangan syariah tetapi juga meningkatkan keyakinan masyarakat
terhadap keandalan sistem keuangan syariah secara keseluruhan(Jusri & Maulidha, 2020).
Sebaliknya, pelanggaran etika profesi DPS dapat berdampak negatif, seperti menurunnya
kepercayaan publik, melemahnya reputasi lembaga, bahkan berkurangnya daya saing
industri keuangan Syariah(Riduwan & Pranata, 2022).

Etika profesi merupakan prinsip dan nilai yang menjadi pedoman perilaku seseorang
dalam menjalankan tugas profesinya(Sinaga, 2020). Dalam Islam, etika profesi didasarkan

pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan nilai-nilai moral universal, seperti:
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Amanah (kepercayaan), siddiq (kejujuran), fathanah (kecerdasan), adil dan yang lainnya(Al-
Butary, Hanifah, Sutriyani, & Noval, 2023). Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000
menekankan pentingnya DPS menjunjung tinggi nilai-nilai ini dalam menjalankan tugasnya
sebagai pengawas syariah(Thahara, 2022). Kepatuhan terhadap etika profesi tidak hanya
menjadi kewajiban moral, tetapi juga menjadi pilar dalam menjaga kredibilitas lembaga
keuangan Syariah(Kartika Adhi et al., 2023).

Dewan Pengawas Syariah adalah entitas yang bertugas memastikan bahwa
operasional, produk, dan layanan lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah(Rachman, Sunardi, Rahmawati, Jannah, & Billah, 2023). Berdasarkan Fatwa DSN-
MUI dan regulasi terkait, DPS memiliki tugas sebagai berikut: Memastikan setiap kegiatan
lembaga sesuai dengan prinsip syariah, Memberikan saran kepada manajemen lembaga
terkait pengembangan produk dan kebijakan syariah, Melaporkan hasil pengawasan kepada
DSN-MUI dan regulator(Pertiwi, 2019). Dalam menjalankan tugas ini, DPS memegang
tanggung jawab moral dan profesional yang mengharuskan mereka untuk menjaga
integritas, transparansi, dan akuntabilitas(Rahman, 2024).

Kepercayaan publik adalah tingkat keyakinan masyarakat terhadap integritas
dan kredibilitas suatu lembaga(Putra & Irawan, 2023). Dalam konteks lembaga keuangan
syariah, kepercayaan publik sangat bergantung pada: Keyakinan bahwa semua produk dan
layanan sesuai dengan prinsip syariah, Keterbukaan dalam operasional dan pelaporan,
Kemampuan lembaga untuk bertanggung jawab atas semua aktivitasnya(Mafikah & Latifah,
2022). Ketika DPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan etis, hal ini
meningkatkan reputasi lembaga keuangan syariah di mata masyarakat(Fudaili & Azis, 2022).

Kepatuhan etika profesi oleh DPS berfungsi sebagai jaminan bahwa lembaga
keuangan syariah berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan hukum syariah(E. Damayanti,
Pinkytama, Nikmah, Yunita, & Zunaidi, 2024). Hubungan ini dapat dijelaskan sebagai
berikut: DPS yang patuh pada etika profesi akan memastikan bahwa lembaga keuangan
syariah memberikan informasi yang jelas dan benar kepada public. Ketika DPS menjalankan
tugasnya secara profesional, masyarakat merasa yakin bahwa lembaga tersebut dapat
dipercaya. Kepatuhan etika oleh DPS membantu menjaga reputasi lembaga keuangan
syariah, sehingga masyarakat lebih percaya untuk menggunakan layanan mereka(Wahyuni

& Saragih, 2024). Sebaliknya, pelanggaran etika profesi DPS, seperti konflik kepentingan
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atau kurangnya kompetensi, dapat merusak kepercayaan masyarakat dan menurunkan
reputasi lembaga keuangan syariah(Lubis, Husna, & Siregar, 2023).

Efektivitas pengawasan DPS merujuk pada sejauh mana DPS mampu menjalankan
tugasnya dengan optimal untuk mencapai kepatuhan syariah. Menurut teori efektivitas
organisasi (Effectiveness Theory), sebuah entitas dinyatakan efektif apabila mampu
mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan(A. Damayanti, Ro’fah, &
Islamiyati, 2016). Efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari hasil akhir (output), tetapi
juga dari proses dan sumber daya yang digunakan. Ada beberapa model yang relevan
dalam mengukur efektivitas organisasi, di antaranya: Mengukur efektivitas berdasarkan
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (goal model), Fokus pada bagaimana organisasi
mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternal (open system model), Mengukur
efektivitas berdasarkan efisiensi dan kelancaran proses internal (internal process model).
Dalam konteks DPS, ketiga model tersebut dapat diterapkan untuk mengevaluasi efektivitas
kinerja pengawasan yang mencakup aspek input, proses, dan output. Rangkap jabatan dapat
berdampak negatif, karena keterbatasan waktu dan fokus DPS yang tersebar di beberapa
Lembaga. Rangkap jabatan dapat menyebabkan DPS tidak memiliki cukup waktu untuk
menjalankan proses pengawasan secara optimal atau menghadapi konflik kepentingan.
Dengan menggunakan teori efektivitas organisasi, penelitian ini dapat memberikan
wawasan yang komprehensif mengenai bagaimana rangkap jabatan memengaruhi kinerja
DPS dalam menjalankan tugas pengawasan di lembaga keuangan syariah.

Rangkap jabatan DPS terjadi karena keterbatasan jumlah ahli syariah yang
memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi tersebut(Fauzi & Supandi, 2019). Di satu sisi,
rangkap jabatan dapat memberikan keuntungan berupa transfer pengalaman dan
pengetahuan antara berbagai lembaga(Tsai, 2001). Namun, di sisi lain, rangkap jabatan
dapat menimbulkan tantangan, seperti potensi konflik kepentingan, keterbatasan waktu
untuk melakukan pengawasan secara mendalam, serta menurunnya independensi DPS. Isu
ini menjadi semakin krusial karena efektivitas pengawasan DPS sangat menentukan
kredibilitas lembaga keuangan syariah di mata masyarakat dan investor(Prabowo & Jamal,
2017). Regulasi di Indonesia telah memberikan batasan terhadap praktik rangkap jabatan
DPS, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan POJK (Rama, 2015).

Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi rangkap jabatan DPS terhadap
efektivitas pengawasan lembaga keuangan syariah. Kajian ini akan membahas dampak
positif dan negatif dari rangkap jabatan serta mengeksplorasi upaya yang dapat dilakukan
untuk mengoptimalkan peran DPS dalam menjaga integritas lembaga keuangan syariah.
Dengan memahami implikasi ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi

bagi pengembangan regulasi dan praktik keuangan syariah yang lebih baik.

B.METODE

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia melalui situs resmi
BI www.bi.go.id dan OJK www.ojk.go.id. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sumber
data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bentuk data time series dan cross
section sebanyak 45 sampel. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi melalui laporan
publikasi pada situs resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Teknik analisis data
menggunakan metode estimasi data panel dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik,
uji hipotesis dan analisis regresi linier berganda, dengan pengolahan data digunakan melalui
program Eviews 9.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis
implikasi rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap efektivitas pengawasan
di lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman
yang komprehensif mengenai pengaruh rangkap jabatan DPS terhadap kinerja pengawasan.
Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif berbasis studi literatur(Arifin, 2024) dengan
mengkaji regulasi dan literatur terkait rangkap jabatan DPS dan efektivitas pengawasan di
lembaga keuangan syariah berdasarkan literatur dan regulasi yang relevan. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dikumpulkan dari literatur yang
relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga keuangan syariah, dan regulasi terkait.
Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis tematik(Widiyanto, 2022),
dengan menyaring informasi yang relevan dari data sekunder di mana data dipilah
berdasarkan tema-tema utama yang terkait dengan implikasi rangkap jabatan DPS terhadap
efektivitas pengawasan. Penelitian dilakukan dengan fokus pada lembaga keuangan syariah
di Indonesia, mengingat regulasi dan praktik rangkap jabatan DPS yang sering menjadi

sorotan dalam industri keuangan syariah nasional.

227


http://www.bi.go.id/

Desi Siti Habibah Arifin, Dede Kania, Syahrul Anwar POINT Vol. 5, No. 2, Des 2024

C.HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga atau individu yang bertugas
mengawasi, memberikan nasihat, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas, produk, dan
layanan lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah Islam(Jannah &
Nisa, 2024). Keberadaan DPS diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). DPS
bertanggung jawab langsung kepada DSN-MUI dan menjadi bagian dari sistem tata kelola
syariah yang diterapkan di lembaga keuangan Syariah(Utami, 2022).

DPS memiliki fungsi utama untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah
berjalan sesuai dengan prinsip syariah(Ilyas, 2021). Untuk menjalankan fungsi-fungsinya,
DPS memiliki tanggung jawab(Salihin, 2020) yang meliputi: Menyusun Laporan Kepatuhan
Syariah, DPS harus menyampaikan laporan tahunan terkait tingkat kepatuhan lembaga
keuangan syariah kepada DSN-MUI dan regulator (OJK). Memantau dan Mengevaluasi,
DPS melakukan pemantauan berkala terhadap seluruh aktivitas lembaga untuk memastikan
tidak ada penyimpangan dari prinsip Syariah. Memberikan Keputusan, dalam hal terjadi
keraguan terhadap prinsip syariah, DPS memiliki wewenang untuk memberikan keputusan
atau rekomendasi sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Berkoordinasi dengan DSN-MUI, DPS
bertanggung jawab kepada DSN-MUI dan harus berkonsultasi terkait hal-hal yang
membutuhkan fatwa baru atau klarifikasi.

Adapun peran strategis DPS bagi Lembaga Keuangan Syariah(Taufiq, 2020) yaitu:
Jaminan Kepercayaan Publik, Keberadaan DPS memberikan kepastian kepada masyarakat
bahwa lembaga keuangan syariah menjalankan operasionalnya sesuai prinsip Islam.
Peningkatan Reputasi, Dengan adanya pengawasan DPS, lembaga keuangan syariah dapat
mempertahankan citra positif di masyarakat. Peningkatan Daya Saing, DPS membantu
lembaga keuangan syariah berinovasi dalam menciptakan produk yang relevan, kompetitif,
dan tetap sesuai Syariah.

Dewan Pengawas Syariah adalah bagian integral dari tata kelola syariah di lembaga
keuangan syariah. Fungsi-fungsi utama DPS, seperti pengawasan syariah, konsultasi,
sertifikasi, edukasi, dan mitigasi risiko, menjadikan profesi ini sangat penting untuk

memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan menjalankan tugasnya secara
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profesional dan transparan, DPS berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan dan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah komponen penting dalam tata kelola
lembaga keuangan syariah yang memiliki dasar hukum kuat di Indonesia(Gagarin, 2017).
Keberadaan DPS diatur dalam berbagai regulasi, mulai dari fatwa DSN-MUI, Undang-
Undang, hingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Berikut dasar hukum yang
berkaitan dengan DPS:

Fatwa DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI adalah pedoman utama bagi DPS dalam
menjalankan tugasnya untuk memastikan kepatuhan syariah lembaga keuangan. Beberapa
fatwa yang relevan dengan DPS(Awaluddin & Febrian, 2020) meliputi: 1) Fatwa DSN-MUI
No. 2 Tahun 2000 tentang Dewan Pengawas Syariah dimana isinya yaitu Menetapkan
kewajiban setiap lembaga keuangan syariah untuk memiliki DPS. DPS bertugas memberikan
nasihat dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar sesuai dengan syariah Islam. DPS
bertanggung jawab kepada DSN-MUI dan wajib melaporkan hasil pengawasannya secara
berkala. 2) Fatwa DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 tentang Audit Syariah yaitu DPS bertugas
melakukan audit syariah terhadap produk, layanan, dan operasional lembaga keuangan
Syariah. Audit syariah dilakukan untuk memastikan tidak ada unsur riba, gharar, atau
maysir dalam aktivitas Lembaga. Fatwa DSN-MUI Lainnya yang berkaitan dengan praktik-
praktik di Lembaga Keuangan Syariah seperti DPS juga bertugas mengimplementasikan
fatwa-fatwa DSN-MUI lainnya yang terkait dengan produk dan layanan keuangan syariah,
seperti fatwa tentang murabahah, mudharabah, ijarah, dan lainnya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), OJK sebagai regulator lembaga keuangan
syariah mengatur lebih lanjut peran dan tugas DPS melalui berbagai Peraturan OJK (POJK).
Beberapa POJK(Aziz, Mubarok, & Susanto, 2022) yang relevan antara lain: 1) POJK No.
59/POJK.03/2020 tentang Bank Umum Syariah, Pasal 52 Ayat (1) tentang Bank Umum
Syariah wajib memiliki DPS yang diangkat atas rekomendasi DSN-MUI. Pasal 53 Tugas DPS
mencakup Memberikan opini syariah terhadap pedoman operasional dan produk lembaga
keuangan syariah. Mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional lembaga agar sesuai
dengan prinsip Syariah. Melaporkan hasil pengawasan syariah kepada DSN-MUI dan OJK.
Pasal 54 Ayat (1) dimana DPS wajib hadir dalam rapat-rapat penting, seperti rapat Direksi

dan Dewan Komisaris, yang berkaitan dengan implementasi Syariah. 2) POJK No.
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31/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Asuransi
Syariah, Perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah wajib memiliki DPS untuk
memastikan penerapan prinsip Syariah. DPS bertugas memberikan nasihat kepada Direksi
dan mengawasi implementasi prinsip syariah di seluruh aktivitas perusahaan. 3) POJK No.
16/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Emiten atau
Perusahaan Publik Syariah, Emiten atau perusahaan publik yang menerapkan prinsip
syariah wajib memiliki DPS. DPS bertugas memberikan rekomendasi atas kegiatan
perusahaan yang berkaitan dengan produk investasi dan pembiayaan Syariah.

Standar Kompetensi Dewan Pengawas Syariah, Dalam rangka memastikan
profesionalitas DPS, DSN-MUI juga mengeluarkan Keputusan DSN-MUI No. 1 Tahun 2019
tentang Standar Kompetensi Dewan Pengawas Syariah(Susanto, Susanto, Iska, & Rahmi,
2023). Beberapa poin penting: DPS harus memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan
oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bawah DSN-MUI. Kompetensi DPS mencakup
pengetahuan tentang figh muamalah, produk keuangan syariah, hukum ekonomi syariah,
dan praktik tata kelola lembaga keuangan syariah.

Regulasi Pendukung Lainnya: Peraturan Bank Indonesia (PBI), Sebelum fungsi
pengawasan syariah dialihkan ke OJK, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa
regulasi terkait DPS, seperti PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate
Governance bagi Bank Umum Syariah(Bank Indonesia, 2009). Regulasi ini menekankan
pentingnya DPS sebagai bagian dari tata kelola syariah. UU No. 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian, Mengatur kewajiban keberadaan DPS dalam perusahaan asuransi syariah
untuk memastikan operasionalnya sesuai dengan prinsip Syariah(Presiden RI, 2014).

Dasar hukum yang mengatur peran dan tugas DPS menunjukkan urgensi
keberadaan mereka dalam lembaga keuangan syariah. Dengan mengacu pada fatwa DSN-
MUI, UU No. 21 Tahun 2008, dan berbagai POJK terkait, DPS bertanggung jawab untuk
menjaga kepatuhan syariah, memberikan nasihat, serta melaporkan hasil pengawasan
kepada regulator dan DSN-MUI. Hal ini menjadikan DPS sebagai elemen kunci dalam
menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tanggung jawab untuk memastikan
operasional lembaga keuangan syariah (LKS) berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam

menjalankan tugasnya, DPS dituntut untuk menerapkan nilai-nilai etika profesi(Zulbaidah,
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Wardiyah, Pelita, Supriyadi, & Hasana, 2023), yang meliputi amanah, kejujuran, keadilan,
profesionalitas, dan integritas. Implementasi nilai-nilai tersebut menjadi kunci dalam
menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan keberlanjutan lembaga keuangan
syariah. Berikut adalah implementasi nilai-nilai etika profesi DPS dalam pengawasan:

Amanah dalam Pengawasan

DPS harus menjaga tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjalankan
pengawasan terhadap LKS: Memastikan seluruh produk dan layanan LKS bebas dari unsur
riba, gharar, dan maysir. Menyampaikan laporan pengawasan yang jujur dan transparan
kepada DSN-MUI, manajemen LKS, dan regulator. Sebagai contoh Menolak atau merevisi
produk keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah meskipun dapat menghasilkan
keuntungan besar bagi LKS. Kejujuran adalah nilai utama yang harus dipegang DPS dalam
memberikan nasihat dan keputusan terkait kepatuhan Syariah yaitu menghindari
manipulasi data atau fakta dalam pengawasan. Memberikan rekomendasi yang obyektif
berdasarkan kajian syariah, tanpa dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.

DPS wajib berlaku adil dan tidak memihak dalam menjalankan tugas pengawasan
dengan menilai kepatuhan syariah secara obyektif tanpa diskriminasi terhadap produk,
layanan, atau pihak tertentu di dalam LKS. Mengedepankan prinsip maslahat (kebaikan
umum) dalam pengambilan keputusan. DPS dituntut memiliki kompetensi yang memadai
dalam ilmu syariah, ekonomi, dan keuangan untuk menjalankan tugas secara professional
dengan cara mengikuti pelatihan atau sertifikasi terkait figh muamalah dan produk
keuangan syariah. Melakukan pengawasan dengan metode yang sistematis dan terukur,
seperti audit syariah berbasis standar operasional.

DPS harus bersikap independen dalam menjalankan tugasnya, bebas dari tekanan
internal maupun eksternal dengan menghindari konflik kepentingan, bersikap netral dalam
memberikan penilaian terhadap produk dan operasional lembaga. DPS harus
menyampaikan hasil pengawasan dengan jujur, lengkap, dan dapat dipahami oleh pihak-
pihak terkait. Menyusun laporan pengawasan secara berkala yang memuat temuan, analisis,
dan rekomendasi. Menyampaikan laporan kepada DSN-MUI, manajemen, dan regulator
dengan keterbukaan informasi yang akurat.

DPS bertanggung jawab kepada DSN-MUI dan lembaga keuangan syariah dalam

menjalankan pengawasan dengan memastikan seluruh keputusan yang diambil selaras
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dengan fatwa DSN-MUIL Memberikan pendampingan kepada manajemen LKS dalam
memahami dan menerapkan prinsip syariah. DPS berperan sebagai penggerak edukasi
syariah kepada seluruh elemen di LKS yaitu, Mengadakan pelatihan atau seminar internal
tentang prinsip keuangan syariah kepada karyawan. Membantu manajemen dalam
merancang kebijakan berbasis syariah. DPS wajib menjaga kerahasiaan informasi strategis
dan internal Lembaga dengan tidak membocorkan data lembaga ke pihak luar tanpa izin
atau alasan syar’i. Menggunakan informasi internal hanya untuk kepentingan pengawasan
syariah. Misalnya Menjaga kerahasiaan hasil audit syariah hingga laporan resmi
disampaikan kepada pihak berwenang.

Implementasi nilai-nilai etika profesi DPS dalam pengawasan lembaga keuangan
syariah adalah kunci untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat.
Dengan menerapkan nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, keadilan, profesionalitas, dan
integritas, DPS tidak hanya memastikan kepatuhan syariah, tetapi juga berkontribusi pada
keberlanjutan dan pertumbuhan industri keuangan syariah. Peran etika profesi ini
menjadikan DPS sebagai garda terdepan dalam menjaga keberkahan operasional LKS.

Kerangka regulasi terkait DPS dan rangkap jabatan di lembaga keuangan syariah
dirancang untuk memastikan efektivitas pengawasan dan menjaga prinsip tata kelola
syariah (sharia governance). Regulasi ini mencakup pembatasan rangkap jabatan, kualifikasi
DPS, serta pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. Berikut adalah penjelasan
kerangka regulasi yang relevan di Indonesia:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) diantaranya yaitu: 1) POJK No.
30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah pasal 28 ayat 4 dimana
isinya mengatur bahwa anggota DPS dapat menjabat di lebih dari satu lembaga keuangan
syariah, tetapi jumlah lembaga tersebut dibatasi(Dewan Komisioner OJK, 2014). Seorang
DPS hanya boleh merangkap jabatan maksimal pada 4 lembaga keuangan syariah untuk
menjaga fokus dan efektivitas pengawasan. 2) POJK No. 59/POJK.03/2016 tentang Tata
Kelola Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 46 isinya yaitu DPS diwajibkan memiliki
kompetensi, integritas, dan independensi dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak
boleh ada konflik kepentingan akibat rangkap jabatan(Dewan Komisioner OJK, 2016). DPS
tidak boleh menjadi anggota direksi, komisaris, atau karyawan di lembaga keuangan yang

diawasi. Rangkap jabatan di lembaga lain harus memenuhi syarat waktu yang cukup untuk
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melaksanakan tugas di masing-masing lembaga. 3) POJK No. 18/POJK.03/2019 tentang Bank
Perkreditan Rakyat Syariah yang isi terdapat poin DPS wajib memiliki kualifikasi sesuai
dengan tugasnya dan memastikan prinsip syariah dipatuhi tanpa adanya benturan
kepentingan.

Selain itu, ada juga Peraturan Bank Indonesia (PBI) yaitu PBI No. 11/33/PBI/2009
tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah dan Unit
Usaha Syariah pasal 21 yang isinya mengatur bahwa DPS harus independen dan mampu
menjalankan tugas pengawasan secara objektif. Rangkap jabatan diatur agar DPS tetap fokus
dan bebas dari konflik kepentingan(Bank Indonesia, 2009). DPS diwajibkan melaporkan hasil
pengawasan kepada DSN-MUI dan menyampaikan pernyataan independensi secara berkala.
Kemudian ada juga Fatwa Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
diantaranya: 1) Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2000 tentang Dewan Pengawas Syariah
dimana isinya yaitu DPS bertugas mengawasi aktivitas lembaga keuangan syariah agar
sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini menekankan pentingnya integritas dan
profesionalisme DPS. DPS boleh menjabat di lebih dari satu lembaga dengan syarat tidak
mengurangi efektivitas pengawasan. 2) Fatwa DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 tentang Audit
Syariah isinya yaitu DPS bertanggung jawab melakukan audit syariah dan menyampaikan
laporan berkala. Audit ini memerlukan independensi yang dapat terganggu jika DPS
merangkap terlalu banyak jabatan(Awaluddin & Febrian, 2020).

Kemudian ada juga UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasar 34
dimana isinya yang terkait dengan rangkap jabatan menyebutkan bahwa DPS wajib
memastikan bank syariah dan unit usaha syariah menjalankan operasional sesuai prinsip
syariah(Bank Indonesia, 2008). DPS wajib Menghindari konflik kepentingan dan menjaga
profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan. Tidak kalah penting(Firman, 2019)
yaitu Prinsip Tata Kelola Syariah (Sharia Governance Principles) diantaranya: 1)
Independensi: DPS harus bebas dari pengaruh manajemen lembaga yang diawasi untuk
menjamin objektivitas pengawasan(Suhaimi, 2020). 2) Akuntabilitas: DPS wajib
menyampaikan laporan pengawasan yang akurat kepada DSN-MUI dan regulator(Maabhir,
Fathiah, & Faradilla, 2024). 3) Kompetensi: DPS harus memiliki kualifikasi dan pengetahuan

yang cukup tentang prinsip syariah, regulasi keuangan, dan operasional lembaga keuangan
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syariah(Ilyas, 2021). 4) Transparansi: DPS harus melaporkan semua potensi konflik
kepentingan yang dapat muncul akibat rangkap jabatan(Rahmat, 2017).

Selain regulasi nasional ada pula ketentuan Internasional terkait DPS dan rangkap
jabatan, beberapa prinsip yang diadopsi dari standar internasional, seperti AAOIFI
(Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), juga
memengaruhi kerangka regulasi di Indonesia(Azifah & Fitroh, 2022) seperti: DPS tidak boleh
merangkap jabatan jika hal itu mengurangi kemampuan mereka untuk menjalankan tugas
pengawasan dengan baik. DPS diwajibkan membuat laporan berkala yang mencerminkan
independensi dan efektivitas pengawasan.

Kerangka regulasi di Indonesia mengatur batasan rangkap jabatan DPS untuk
memastikan efektivitas pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah. Regulasi ini
bertujuan untuk:1) Mencegah Konflik Kepentingan dengan membatasi jumlah lembaga yang
diawasi DPS. 2) Menjamin Independensi dimana DPS harus dapat menjalankan tugasnya
tanpa pengaruh dari pihak lain. 3) Meningkatkan Profesionalisme yaitu melalui standar
kualifikasi dan pelaporan yang ketat. 4) Mengoptimalkan Pengawasan dengan memastikan
waktu dan perhatian DPS cukup untuk setiap lembaga yang diawasinya. Namun,
implementasi kerangka regulasi ini memerlukan pengawasan yang ketat dari pihak
regulator, seperti OJK dan DSN-MUI, untuk menghindari potensi pelanggaran yang dapat
merusak tata kelola syariah.

Rangkap jabatan DPS, di mana seorang anggota DPS mengawasi lebih dari satu
lembaga keuangan syariah (LKS), dapat memberikan dampak positif maupun negatif
terhadap efektivitas pengawasan. Implikasi ini berkaitan dengan berbagai aspek, seperti
independensi, profesionalisme, alokasi waktu, dan kualitas pengawasan. Meskipun rangkap
jabatan sering dipandang negatif, beberapa potensi manfaat dapat muncul seperti:

Transfer Pengetahuan dan Pengalaman

DPS yang mengawasi beberapa LKS memiliki kesempatan untuk mengintegrasikan
pengetahuan dan pengalaman dari lembaga satu ke lembaga lainnya(Manan, Hasibuan, &
Sinaulan, 2022). Praktik terbaik (best practices) yang diterapkan di satu lembaga dapat
diterapkan untuk meningkatkan kualitas operasional di lembaga lain.

1) Optimalisasi Ahli Syariah yang Terbatas
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Jumlah DPS yang memenuhi kualifikasi syariah di Indonesia masih terbatas(Izzatika
& Lubis, 2019). Rangkap jabatan memungkinkan keterampilan DPS yang kompeten
digunakan secara lebih luas, mendukung lebih banyak lembaga.

2) Peningkatan Jaringan dan Wawasan

Dengan menjabat di berbagai LKS, DPS dapat memperluas jaringan profesional dan
wawasan mereka terhadap berbagai model bisnis keuangan syariah, yang berpotensi
meningkatkan kualitas pengawasan(Arifah, 2021).

Namun, rangkap jabatan juga memiliki potensi dampak negatif yang lebih besar
terhadap efektivitas pengawasan di LKS, terutama jika tidak dikelola dengan baik seperti:
Penurunan Kualitas Pengawasan dimana keterbatasan waktu dan focus DPS yang
merangkap di banyak lembaga sering kali tidak memiliki cukup waktu untuk mendalami
permasalahan di setiap LKS, sehingga kualitas pengawasan dapat menurun(Naridha &
Setyowati, 2021). Selain itu, kurangnya keterlibatan aktif DPS mungkin hanya menjalankan
peran simbolis tanpa keterlibatan aktif dalam audit syariah atau rapat strategis di lembaga
yang diawasi. Memungkinakan terjadi risiko konflik kepentingan, DPS yang mengawasi
beberapa LKS dengan produk dan target pasar yang serupa dapat menghadapi konflik
kepentingan(Jamil, Adawiyah, & Rumawi, 2021), misalnya, jika ada kebijakan atau
keputusan yang saling bersaing di antara lembaga-lembaga tersebut.

Bisa juga terjadi penurunan independensi dimana independensi DPS dapat
terganggu jika pengawasan dilakukan di banyak lembaga yang berpotensi memiliki
pengaruh kuat terhadap DPS, baik secara finansial maupun hubungan profesional (Panjaitan
& Jannah, 2022). DPS juga bisa menghadapi tekanan untuk memenuhi ekspektasi
manajemen di berbagai LKS yang diawasi, sehingga mengurangi objektivitas. Selain itu juga
dapat menyebabkan beban kerja berlebih (overload) dimana rangkap jabatan dapat
menyebabkan DPS menghadapi beban kerja yang melebihi kapasitas, sehingga berdampak
pada tingkat stres dan penurunan kinerja(Fitriana, Yulianto, & Solikhah, 2019). Akibatnya,
DPS dapat kehilangan perhatian terhadap isu-isu kritis yang membutuhkan pengawasan
mendalam.

Rangkap jabatan DPS memiliki implikasi yang kompleks terhadap efektivitas
pengawasan di LKS. Meskipun ada beberapa manfaat, dampak negatif seperti konflik

kepentingan, penurunan independensi, dan kualitas pengawasan yang menurun perlu
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diantisipasi. Untuk menjaga integritas dan efektivitas tata kelola syariah, penting bagi
regulator, LKS, dan DPS untuk berkolaborasi dalam mengelola isu rangkap jabatan dengan
mematuhi regulasi dan meningkatkan kompetensi pengawasan.

Upaya yang dapat dilakuakn dalam mengurangi dampak negative rangkap jabatan
DPS di Lembaga Keuangan Syariah yaitu diantaranya: Pembatasan jumlah rangkap jabatan
dengan mematuhi regulasi yang membatasi DPS untuk hanya merangkap pada maksimal 4
lembaga keuangan Syariah. Penguatan kompetensi DPS dengan memberikan pelatihan dan
sertifikasi berkelanjutan agar DPS dapat menangani berbagai tantangan pengawasan di LKS.
Evaluasi dan monitoring oleh regulator dimana OJK dan DSN-MUI perlu meningkatkan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas DPS, termasuk memantau efektivitas mereka di
setiap lembaga. Peningkatan jumlah ahli Syariah dengan mengembangkan program
pendidikan dan pelatihan untuk mencetak lebih banyak ahli syariah guna mengurangi
ketergantungan pada DPS yang sama. Peningkatan akuntabilitas DPS dimana DPS harus
melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada regulator dan DSN-MUI, termasuk

mengungkapkan potensi konflik kepentingan akibat rangkap jabatan.

D.PENUTUP

1. Kesimpulan

Upaya yang dapat dilakuakn dalam mengurangi dampak negative rangkap jabatan
DPS di Lembaga Keuangan Syariah yaitu diantaranya: Pembatasan jumlah rangkap jabatan
dengan mematuhi regulasi yang membatasi DPS untuk hanya merangkap pada maksimal 4
lembaga keuangan Syariah. Penguatan kompetensi DPS dengan memberikan pelatihan dan
sertifikasi berkelanjutan agar DPS dapat menangani berbagai tantangan pengawasan di LKS.
Evaluasi dan monitoring oleh regulator dimana OJK dan DSN-MUI perlu meningkatkan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas DPS, termasuk memantau efektivitas mereka di
setiap lembaga. Peningkatan jumlah ahli Syariah dengan mengembangkan program
pendidikan dan pelatihan untuk mencetak lebih banyak ahli syariah guna mengurangi
ketergantungan pada DPS yang sama. Peningkatan akuntabilitas DPS dimana DPS harus
melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada regulator dan DSN-MUI, termasuk

mengungkapkan potensi konflik kepentingan akibat rangkap jabatan.
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2. Saran
Semoga adanya peningkatan kinerja perbankan syariah ke depannya lebih baik lagi

dengan adanya pengasawan dari dewan pengawas syariah.
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